BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai alih fungsi parkiran Abu

Bakar Ali menjadi Ruang Terbuka Hijau terhadap layanan ruang publik dan

ketercukupan area parkir, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tindakan faktual Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengalihkan
fungsi lahan ABA secara formal memiliki landasan regulasi yang sah dan
bertujuan mulia, yaitu mencapai Asas Kepentingan Umum dengan
mendukung pelestarian Sumbu Filosofi UNESCO dan memenuhi
kewajiban RTH minimal sesuai Peraturan Daerah DI'Y Nomor 10 Tahun
2023. Dalam konteks kepatuhan terhadap Asas Partisipasi dan Asas
Transparansi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kebijakan ini belum
sepenuhnya berjalan sejalan maximal. Meskipun Dinas Perhubungan
(Dishub) telah melaksanakan sosialisasi, tetapi implementasi proses
tersebut cenderung bersifat pemberitahuan keputusan yang telah final.
Kondisi ini menimbulkan risiko pelanggaran terhadap Asas Partisipasi
dan Asas Transparansi, yang merupakan syarat penting bagi legalitas
prosedural setiap tindakan administrasi negara, meskipun tujuannya

didukung oleh peraturan yang lebih tinggi.
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2. Implikasi hukum utama dari kebijakan ini adalah timbulnya potensi
pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk memperoleh fasilitas publik,
khususnya area parkir yang memadai, sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Timbul ketidakpastian hukum mengenai status dan kualitas lokasi
relokasi sementara bagi pedagang dan juru parkir, yang mengindikasikan
adanya potensi pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum (Pasal 27
UU AP). Bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dijamin
secara eksplisit melalui UU AP yang menyediakan dua mekanisme
utama, yang pertama yaitu hak untuk menempuh Upaya Administratif
(Pasal 53 UU AP) mengenai pengajuan Keberatan atau Banding
Administratif kepada Pejabat Pemerintah untuk menuntut koreksi atas
tindakan faktual. Mekanisme yang kedua yaitu hak untuk menuntut Ganti
Rugi (Pasal 55 UU AP) atas kerugian materiil atau immateriil yang
disebabkan oleh tindakan administrasi yang terbukti melanggar AUPB.
Pemerintah wajib menyediakan ganti rugi yang proporsional (strict
liability) sebagai wujud pemenuhan Asas Proporsionalitas dan tanggung

jawab administrasinya.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis meberikan saran sebagai
berikut :

Bagi Pemerintah
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1. Pemerintah Daerah disarankan untuk mengajukan permohonan
kekancingan agar dapat memanfaatkan pengelolaan lahan sampai 20
tahun, dikarenakan lahan tersebut merupakan sultan ground.

2. Pemerintah Daerah disarankan segera melakukan peninjauan kembali
dan pembaruan Standar Pelayanan (SP) perparkiran yang baru, dengan
fokus utama pada pemastian bahwa lokasi pengganti telah memenuhi
standar kelayakan infrastruktur dan aksesibilitas yang proporsional
dengan kebutuhan publik.

3. Pemerintah Daerah disarankan agar menyusun instrumen hukum tertulis
yang memiliki kekuatan mengikat, seperti perjanjian resmi, yang secara
jelas mengatur mengenai status legal dan jangka waktu pemakaian lahan
parkir pengganti. Tindakan ini krusial untuk memenuhi Asas Kepastian
Hukum dan memitigasi risiko sengketa di masa mendatang.

4. Pemerintah Daerah perlu merumuskan dan mengimplementasikan
skema kompensasi dan perlindungan sosial yang terukur dan transparan,
yang meliputi fasilitasi bantuan modal, pelatithan vokasional, dan
penempatan kerja yang menjamin keberlangsungan ekonomi juru parkir

dan pedagang yang mengalami dampak.

Bagi Pihak Terdampak Pedagang dan Juru Parkir eks ABA
1. Pihak terdampak disarankan untuk menggunakan hak konstitusionalnya
dengan memanfaatkan instrumen hukum yang disediakan oleh UU AP,

khususnya melalui pengajuan Upaya Administratif (Keberatan atau
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Banding Administratif) sebagai langkah proaktif menuntut perbaikan
kebijakan.

Jika proses administratif tidak menghasilkan solusi yang memadai,
pihak terdampak memiliki opsi untuk mengajukan Gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai PMH dalam sengketa
administrasi pemrintahan berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2019
tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan
kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bagi Peneliti Selanjutnya

l.

Disarankan untuk melaksanakan penelitian lanjutan yang bersifat
empiris, dengan tujuan mengukur secara kuantitatif dampak kebijakan
relokasi parkir terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat dan
efektivitasnya dalam menanggulangi praktik parkir ilegal.

Penelitian selanjutnya dapat memfokuskan analisis pada studi kasus
putusan-putusan PTUN yang relevan dengan penerapan Pasal 55 UU
AP, guna menganalisis preseden hukum terkait Tuntutan Ganti Rugi
akibat dampak kebijakan publik terhadap hak-hak ekonomi warga

negara.
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